
 

 

BUPATI MERAUKE 

PROVINSI  PAPUA 
 

PERATURAN   BUPATI   MERAUKE 

NOMOR  1  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI MERAUKE, 
 
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal            

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
perlu di tetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Merauke tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969           
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang- 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4884); 
 

 
4. Undang... 

 

 

 
 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 
 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6398); 

 
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

12. Undang... 
 
 

 
 

 



 

 

-  3  - 
 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 

Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 3160), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4028); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
 

19. Peraturan... 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara 5161); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan 
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2019 Nomor 43); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6177); 

 

 
 

26. Peraturan... 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5533); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Keenambelas Peraturan Pemerintah Nomor 7                  
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977           

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); 

 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

31. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 

 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13              
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 
Nomor 310); 

 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah; 

 
 

34. Peraturan... 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80              
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                
Nomor 157); 

 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2               

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke               
Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5            
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten MeraukeTahun 2017 Nomor 5); 

 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9            

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke 

Tahun 2014 Nomor 9); 
 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7               

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah 

Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah 

Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13); 

 

 
 

MEMUTUSKAN... 
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MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun            
Anggaran 2021 terdiri atas: 
 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    170.825.527.614,00 
b. Pendapatan Transfer  Rp. 1.755.710.048.110,00 

c. Lain-Lain Pendapatan  
yang Sah     Rp.      24.317.705.291,00 

Jumlah Pendapatan         Rp. 1.950.853.281.016,00 

 

2. Belanja                Rp. 2.040.853.281.016,00 

a. Belanja Operasi   

1) Belanja Pegawai          Rp.   675.193.298,098,00 
2) Belanja Barang dan  

Jasa             Rp.   626.990.472.080,00 

3) Belanja Hibah          Rp.     20.204.120.982,00 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp.     42.174.470.220,00 

 

b. Belanja Modal     

1) Belanja Modal Tanah Rp.       3.129.880.000,00 
2) Belanja Peralatan dan  

Mesin                           Rp.     48.898.418.004,00 

3) Belanja Modal Gedung Rp.     91.914.261.730,00 
Bangunan 

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan  
dan Irigasi   Rp.    121.158.119.354,00 

5) Belanja Modal Aset Tetap   

Lainnya   Rp.        2.648.642.750,00 
 

c) Belanja Tidak Terduga Rp.        4.000.000.000,00 

 
d) Belanja Transfer  Rp.    404.541.597.798,00 

Jumlah Belanja            Rp. 2.040.853.281.016,00 
 

Surplus/(Defisit)            Rp.    (90.000.000.000,00) 

 
c. Pembiayaan : 

a. Penerimaan    Rp.    100.000.000.000,00 
b. Pengeluaran   Rp.    10.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.    110.000.000.000,00 

 
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan  Rp.  00 

 

 
Pasal... 
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Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan ini. 

 

Pasal 3 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan ini. 
 

Pasal 4 

 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal 5 

 
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan 
Perundang-Undangan. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah. 

 
Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 19 Januari 2021 

 

BUPATI MERAUKE, 
CAP/TTD 

FREDERIKUS GEBZE 
 
Diundangkan di Merauke  

pada tanggal 19 Januari 2021 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE 
CAP/TTD 

RUSLAN RAMLI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2021 NOMOR 1 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
     KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn 
   NIP. 19740507 200112 1 003 

 
 
 

 


